BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 beserta
perubahannya;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa,
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
( Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021
A\ VR tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1
E\ / Yo I Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
\/\,/\/ disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diubah untuk kedua
kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistemm Keuangan Menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional = Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah
beberapa kqh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 (‘1
Tahun 20f0 tentang €iptaKerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan emerintahﬂﬁaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaann
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632);




10.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 92);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2021
Nomor 24);

P(;raturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 3
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa;
c. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK desa; dan
g. menyetujui SPP
Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
menguasakan sebagiankekuasaannya kepada Perangkat Desa
selaku PPKD.
Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada PPKD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
Kepala Desa selaku PKPKD dapat diberikan honorarium yang
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal.
Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan setiap bulan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali
dalam satu tahun anggaran dan dianggarkan pada Kegiatan
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai dengan

kemampuan keuangan desa.




Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

v (6)

(7)

Pasal 6
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran
Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.
Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kasi Pemerintahan;
b. Kasi Kesejahteraan;
c. Kasi Pelayanan
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

o oo T

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada

dalam bidang tugasnya; dan

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan

bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa;

Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat

diberikan honorarium yang besarannya mengacu pada

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di

Kabupaten Tegal;

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber

dari biaya operasional kegiatan.




Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

/
7

Pasal 8
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:
c. menyusun RAK Desa; dan
d. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
Kaur Keuangan selaku Bendahara dapat diberikan honorarium
yang besarannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Desa di Kabupaten Tegal.
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan

- bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa;

Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat
diberikan honorarium yang besarannya mengacu pada
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di

Kabupaten Tegal;

- ) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

\

diberikan setiap bulan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali
dalam satu tahun anggaran dan dianggarkan pada Kegiatan
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai dengan

kemampuan keuangan desa.

Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 38

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 dilakukan dengan Basis Kas;

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan
dari rekening Desa;

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi elektronik

dan dan menerapkan transaksi non tunai;




(4) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah pada tahapan pencairan SPP ke rekening
penerima/penyedia barang/jasa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR ...




